BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Alamat : JI. Yos Sudarso Ill Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Sangatta, 23 September 2024

Nomor : 055/PM.00.02/K.KI1-04/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran -
Hal : Imbauan Kampanye.
Kepada Yth :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

di -

Tempat

A. Dasar Hukum :

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil
Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017
Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota; dan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota
Dan Wakil Walikota.

B. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Kutai Timur dan Akan dilaksanakannya Tahapan Kampanye pada Pemilihan
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Serentak Tahun 2024 Berdasarkan PKPU 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil

Walikota, maka Bawaslu Kabupate Kutai Timur mengimbau kepada Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Pasal 57 ayat (1) “ Dalam Kampanye dilarang :

a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil
gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota,
dan/atau partai politik;

c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai
politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan
kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;

e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;

f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih
kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

0. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;

h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;

I. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan
kendaraan di jalan raya; dan/atau

k. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”

Pasal 60 ayat (1) “Selama masa Kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati,
wakil bupati, walikota, wakil walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat
daerah yang mengikuti Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53,
dilarang: a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk
kepentingan pemenangan dalam Pemilihan; dan b. menggunakan kewenangan,
program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan
atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah
lain.”

Pasal 61 ayat (1) “Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau

wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilarang: a. menggunakan

fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan b. menggunakan

kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang
menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah
kewenangannya dan di wilayah lain.”

Pasal 62 ayat (1) “Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim

Kampanye dilarang melibatkan: a. pejabat badan usaha milik negara/badan

usaha milik daerah; b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c. kepala desa atau

sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.

Ayat (2) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan

Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau

tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.

Pasal 64 ayat (1) “Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik

Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan

bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat
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(1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut: a. tempat ibadah; b.
rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. tempat pendidikan; d. gedung
atau fasilitas milik pemerintah; e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
[, prasarana dan sarana publik; dan/atau g. taman dan pepohonan. Ayat (2)
Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

6. Pasal 66 ayat (1) “Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau
memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara
Pemilihan dan/atau pemilih. Ayat (2) Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau
Tim Kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak
lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada
warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a.
mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; b. menggunakan
hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan c.
mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

C. Dalam Pelaksanaan Tahapan Kampanye agar sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

D. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan Laporan dar
masyarakat terhadap dugaan Pelanggaran, maka akan dilakukan penanganan
pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya dlucapkan terima kasih.
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